WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR?XTAHUN 2014
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

u WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kersipan secara menyeluruh dan
berkesinambungan, pendayagunaan arsip, serta penyelamatan arsip sebagai
bukti nyata, benar dan lengkap dimasa lampau, sekarang dan waktu yang
akan datang untuk pertanggung jawaban nasional, perlu ketepatan dalam
pemuatan status penanganan hasil penilaian arsip serta jangka waktu
dalam penyimpanan arsip;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip
Keuangan Pemerintah Kota Banjannasin.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang ~ Penetapan
L Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan
I Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1872);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

-/ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3151);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun
2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;

-, MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

2. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang
terkandung.
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3. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-
kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,
atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

4. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan
arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki
nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

5. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan
kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung
oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

6. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan / fiskal yang
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

7. Pengelolaan Arsip Keuangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
Q dan pertangungjawaban keuangan.

A

8. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang
memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun
tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta
diumumkan kepada publik.

BAB II
JADWAL RETENSI ARSIP
Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana
dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Q_alikota ini.

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dipakai sebagai pedoman
penyusutan arsip yang berkaitan dengan Arsip Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin

Pasal 4

Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam
melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Setiap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki tugas
melaksanakan pengelolaan arsip keuangan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun. ‘
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 = gu1il 2014

. WALIKOTA BANJARMASIN,Z{’
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Diundangkan di Banjarmasin

pada tangga.l 37 Judil 2014 -
%SEKRE’I‘ARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

= A

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 33

—

Repala SKI'D

Kasubbag. Perundangdn Kabag. Hukum
3 { e ‘ é




